
 

 

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

 NOMOR   40   TAHUN 2023  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 

23 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN 

BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, maka peran dan fungsi Inspektorat 

Daerah sebagai pelaksana pengawasan di daerah 

perlu ditingkatkan sesuai ketentuan Pasal 33 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah. 

b. bahwa pelaksanaan ketentuan sebagimana 

dimaksud huruf a di atas, maka perlu dilakukan 

perubahan terhadap Peraturan Bupati Seram Bagian 

Barat Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Inspektorat Daerah Untuk 

Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian 

Barat  dengan peraturan Bupati Seram Bagian 

Barat. 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,  

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 

Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4350 ) ; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang     

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494);  

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Rebublik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 



79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5887) sebagaiman telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan 

Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1624); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 

Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 546); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 

Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram 

Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143), 

Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 



Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian 

(Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Barat Nomor 0152); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM 

BAGIAN BARAT NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT 

DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI 

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT   

PASAL I 

Ketentuan dalam peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 23 

Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dan Inspektorat Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi 

Kabupaten Seram Bagian Barat  , diubah sebagai berikut : 

1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi : 

Pasal 12 

Inspektorat Daerah Menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya; 



c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan 

bupati seram bagian barat;   

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

g. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten seram bagian 

barat; dan  

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 
 

2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi : 

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas : 

a. Inspektur; 

b. Sekretariat Inspektorat Daerah,: 

1. Sub bagian umum dan kepegawaian 

2. Kelompok Jabatan Fungsional perencanaan dan 

keuangan. 

c. Inspektur pembantu wilayah I, membawahi : 

1. Jabatan Fungsional Auditor ; 

2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Daerah. 

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi : 

1. Jabatan Fungsional Auditor ; 

2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Daerah. 

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi : 

1. Jabatan Fungsional Auditor ; 

2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Daerah. 

f. Inspektur Pembantu Khusus, membawahi : 

1. Jabatan Fungsional Auditor ; 

2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Daerah. 

(2). Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum 

dalam bagan pada lampiran peraturan Bupati ini dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan; 

(3). Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah 

diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 



PASAL II 

PENUTUP 

Peraturan Bupati ini  berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  

Kabupaten Seram Bagian Barat. 

 

Ditetapkan di    Piru 
pada tanggal,  28 Juni   2023 

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT, 

 

TTD 

   ANDI CHANDRA AS’ADUDDIN 

Diundangkan di   Piru 
pada tanggal,  28 Juni    2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 

 

TTD 

LEVERNE ALVIN TUASUUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 0315 



PENJELASAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

NOMOR   40    TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 
23 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN 

BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 
 

I. UMUM 

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaiman telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang antara 
lain mengatur inspektorat Daerah. hadirnya peraturan ini 
disebabkan karena selama ini inspektorat Daerah belum mampu 
mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih 
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya 
membantu kepala Daerah dalam membina dan mengawasi 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, namun 
dalam pelaksanaan tugas Inspektorat daerah belum secara 
independen dan objektif untuk mewujudkan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, 
dan nepotisme, yang dibuktikan dengan masih tingginya angka 
tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 23 Tahun 2021 
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat 
Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram 
Bagian Barat  ini ditujukan untuk memperkuat peran dan 
kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif 
dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih 
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 
II. PASAL-PASAL 

 

Pasal I 
Cukup Jelas 

Pasal II  
Cukup Jelas 


